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Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Kriminologi Pidana Pencabulan. 
Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana pencabulan sehingga 
perlu untuk diketahuai faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan serta 
bagaimana upaya penegakan hukum untuk menanggulangi atau meminimalisir kasus 
pencabulan terhadap anak di bawah umur. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
digunakan adalah yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kabupaten Gowa dan wawancara langsung dengan hakim atau 
penjabat yang mengetahui perkara tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa yang memyebabkan 
terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di 
Kabupaten Gowa, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau 
tempat tinggal, minuman (beralkohol), teknologi dan faktor pengaruh pengaruh 
peranan korban. 
Cara mengatasi atau meminimalisir pencabulan di Kabupaten Gowa maka di 
harapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung 
unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak 
pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah atau mengurangi 
terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur selain itu 
masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan 
ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat shingga tidak mudah 
tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar 
dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati, dan perlu juga 
dilakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan hukumterhadap masyarakat. 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap 
tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang 
bersumber dari hukum.  
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, 
dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan 
untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan 
meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada 
suatu kecenderuangan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu 
dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang 
melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, 
semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai 
macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi 
korban  perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak 
pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan. 
Kejahatan mengenai pecabulan dalam kehidupan masyarakat memerlukan 
penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan 
keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu 
diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 
Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentanggan 
dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang 
perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 285-296 KUHP, 
yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan 
terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau 
membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan 
perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan 
tahun”. 
Erat kaitannya di atas dalam Q.S. Al-Israa’/17: 32 Allah SWT berfirman:  
                     
Terjemahnya   
                                                          
1
 Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2004), h. 64. 
“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”2 
Penjelasan ayat tersebut di atas bahwa larangan mendekati zina lebih 
mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati 
zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada 
perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan 
akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa 
nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina. 
Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana pencabulan yaitu 
suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual 
untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga 
menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang 
hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan 
budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan 
merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya 
meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan 
kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan 
sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi 
dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil. Salah satunya di wilayah di 
Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa. 
Kabupaten Gowa adalah kabupaten yang sedang berkembang dari segala 
bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring 
dengan perkembanggan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 
2005), h. 225. 
ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di 
masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di 
Kabupaten Gowa yang memprihatinkan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang “Tinjauan Kriminologi Tindak 
Pidana Pencabulan (Studi kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)”. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan penelitianya mengenai faktor 
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang perlu 
dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencabulan di 
Kabupaten Gowa. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah Penulis gambarkan di 
atas, maka Penulis memutuskan untuk secara spesifik membahas masalah ini secara 
spesifik dengan rumusan masalah sebagai berikut ini: 
1. Bagaimnana peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana 
pencabulan? 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan 
di Kabupaten Gowa? 
3. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa? 
D. Kajian Pustaka 
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Tindak 
Pidana Pencabulan, telah ada beberapa literature yang berkaitan dengan pembahasa 
yang di maksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
Moch. Anwar, dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Khusus” buku ini 




Laden Marpuang, dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan 
Masalah Prevensinya” yang membahas definisi pencabulan adalah “semua perbuatan 




I.S Susanto, dalam bukunya “The New Criminology” buku ini menjelaskan 
mengenai Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan.
5
  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai 
dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Bagaimnana peraturan perundang-undangan mengenai tindak 
pidana pencabulan. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
pencabulan di Kabupaten Gowa. 
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 Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II (Jilid. II; Bandung: Alumni, 
1981), h. 67. 
4
 Laden Marpuang, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2004), h. 34. 
5
 I.S Susanto, The New Criminology (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 57. 
c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi, masukan bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana dan kriminologi pada 
khususnya mengenai tindak pidana pencabulan. 
b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para 
penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya 
tindak pidana pencabulan terhadap. 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana  
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar fait”, di dalam 
kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan  strafbaar fait itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictun. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercamtum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelenggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.6 
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat unsur 
yakni:  
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; 
c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Keragaman pendapat di antara para serjana hukum mengenai defenisi 
strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai 
strafbaar feit itu sendiri, yaitu: 
1) Perbuatan Pidana  
Mulyanto,  menerjemahkan  istilah  strafbaar feit  dengan  perbuatan  Pidana. 
Menurut  pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya 
                                                          
6
 Emilia Setyoning, Kamus Trendy Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 2010), h. 46. 
suatu  kelakuan  manusia  yang  menimbulkan  akibat  tertentu  yang  dilarang hukum 
dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
7
 
2) Peristiwa Pidana 
Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam 
perundang-undangan formal Indonesia,istilah peristiwa Pidana perna digunakan 
secara resmi dalam UUD Sementara, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, 
pengertian dari peristiwa Pidana lebih menuju kapada suatu kejadian yang dapat 
ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejalah alam.
8
 
3) Tindak Pidana  
Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap pada 
pemakaian istilah tindak Pidana, dan beliu lebih condong memakai istilah tindak 
pidana seprti yang dilikukan oleh pembentuk Undang-Undang. Jadi Tindak Pidana 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana.
9
 
Setelah mengethui defenisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana 
itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana 
yaitu: 
a. Unsur objektif 
Unsur  yang  terdapat  diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku 
harus dilakukan terdiri dari: 
                                                          
7
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 46. 
8
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 47. 
9
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 48. 
1) Sifat melanggar hukum. 
2)  Kualitas dari si pelaku 
3) Kuasalitas 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si palaku, atau yang dihubungkan 
dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkanndung di dalam 
hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan. 
2) Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 (1)    KUHP. 
3) Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercamtum dalam pasal 340 KUHP 
yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti di dalam pasal 308 KUHP.10 
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan 
1. Pengertian Pencabulan 
Pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli mendefinisikan tentang 
pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, 
“pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki 
terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang 
berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak 
merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu 
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seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak 
bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.  
Menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah : 
Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan 
persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan 




Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah 
seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan 
persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan 
tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya 
kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air 
mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga 
selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat 
dikategorikan sebagai pencabulan. 
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan  
Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan 
atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil 
definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, 
maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.  
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a. Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata 
dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun 
(tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana 
asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, 




b. Pencabulan menurut R. Soesilo (1996: 212), adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam 
lingkungan nafsu birahi kelamin, mialnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota 
kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.  
c. Pencabulan menurut Moeljatno (2003: 106), adalah segala perbuatan yang 
melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 
kekelaminannya.Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan 
pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminanya, 
di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar 
susila dan dapat dipidana.  
Berdasarkan pengertian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana 
pencabulan adalah segala tindakan atau perbuatan yang keji, tidak senonoh, kotor, 
dan melanggar kesusilaan (kesopanan), dimana semua itu dalam lingkup nafsu birahi 
kelamin. Contohnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba 
buah dada, dan sebagainya. 
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 3. Unsur-unsur Pencabulan 
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur 
dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun”.13 
Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara 
lain sebagai berikut: 
a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 
b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan 
badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 
c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang 
artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 
bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
4. Jenis-Jenis Pencabulan 
Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa 
macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut : 
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 a. Sadistic rape 
Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu 
dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan 
erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang 
mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 
b. Angea rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana 
untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di 
sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan 
kekecewaan hidupnya 
c. Dononation rape 
Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih 
atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan 
seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan 
seksual. 
d. Seduktive rape 
Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang 
tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman 
personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya 
mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai 
rasa bersalah yang menyangkut seks. 
 e. Victim precipitatied rape 
Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban 
sebagai pencetusnya. 
f. Exploitation rape 
Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 
hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang 
berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan 
sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang 
diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) 
kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.
14
 
C. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian anak 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)  
tahun dan belum menikah,  termasuk anak  yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 3. 
Dengan demikan apabila ditinjau dari berbagai  pengertian di atas, maka anak 
diartikan sebagai  orang yang belum dewasa,  orang yang belum berusia  18 tahun 
dan belum menikah. 
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Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 
“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. 
2. Perlindungan Terhadap Korban (Anak 
a. Hak Anak Sebagai Korban 
Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di 
Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. 
Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat 
membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas 
perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai 
lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi 
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”. Masalah.15 
Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban 
pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita 
praktekkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu 
kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan 
menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang 
bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabualan atau kekerasan 
seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya 
                                                          
15
 Wahid Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak 
Asasi Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 3.  
mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak 
yang terkandung dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 82 yang meliputi: 
1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan 
perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, bepikir dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua. 
4. Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. 
Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan 
silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab 
diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang 
anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang belaku. 
a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosia. 
b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan 
ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
d. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang seumurnya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat 
dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya. 
e. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
f. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan.  
1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan 
kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak. 
2) Ekspoitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperalat, 
memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
keluarga, atau kelompok. 
3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban 
untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. 
4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, 
sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan teapi mental dan sosial, 
tidak menaruh belas kasihan kepada anak. 
5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan 
yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak. 
6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak 
senonoh lainnya. 
g. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu 
alasan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya 
sendiri, pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan anak dengan 
orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi anak. 
h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 
1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 
3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 
4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
5) Pelibatan dalam peperangan. 
i. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
j. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
k. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan 
sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. 
l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak  
1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa. 
2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku. 
3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi  
a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain. 
b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi 
teman. 
c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara. 
d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran 
agamanya. 
e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas 
merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan 
dalam usaha pelindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka 
merupakan usia yang sangat mudah dan renta untuk dijadikan korban dari perlakuan 
yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka 
telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu 
kejahatan. 
Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang 
khususnya pencabulan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan 
sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban 
tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut: 
1. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah  
a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan 
sebagainya). 
b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan 
pembelaan). 
c. Mendapat kembali hak miliknya. 
d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. 
e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya. 
f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau 
menjadi saksi. 
g. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai 
kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan 
yang bersangkutan. 
h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama. 
i. Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 
2. Kewajiban-kewajiban korban adalah  
a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim 
sendiri). 
b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi. 
c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh 
orang lain. 
d. Ikut serta membina pembuat korban. 
e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 
f. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat 
korban. 
g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada 
pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa). 
h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan 
untuk dirinya. 
 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak 
Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya 
membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus 
bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban 
pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada 
korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang 
dialami oleh korban. 
Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan 
menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut  
a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan 
kesejahteraan anak. 
b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap 
anak korban kejahatan. 




70 Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi 
1) Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalampasal 283 KUHP 
yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk 
selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan 
sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. 
Misalanya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping 
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itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau 
mempertunjukan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak. 
2) Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa 
yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang  
bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun 
meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara 
mereka. 
3) Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 
KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan 
perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima 
belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan 
yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
4) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak 
asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang 
berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan 
oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di 
penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatn yang strategis di 
pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP. 
5) Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum 
dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung 
dalam pasal 297 KUHP. Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari 
perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai 
berikut Melarang orang melakukan pebuatan persetubuhan dengan anak 
dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkadung di dalam 
Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan 
anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta 
mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 
ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan 
cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, 
menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan 
yang diatur dalam Pasal 82. b. Melarang orang memperdagangkan anak atau 
mengekspoiltasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau 
orang lain diatur dalam pasal 88. 
Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau 
usaha yang diberikan oleh KUHP dan undang-undang perlindungan anak kepada 
anak, agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi apabila 
anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut 
Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 64 ayat (2) 
yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam 
melindung anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi  
a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar 
lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan 
lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu 
peristiwa pidana yang dialaminya. 
b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan 
agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui 
oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak 
tercemar. 
c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan 
saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, 
hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien. 
d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan 
perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui 
mengenai perkembangan proses perkaranya. 
Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan 
demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu 
aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemdian hari. Kualitas perlindungan 
terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan 
perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang 
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Oleh 
karena itu, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama 
dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai 
bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar 
anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki 
kehidupan yang semakin keras di masa-masa  yang akan datang.  
Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 
pada pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan 
bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua.  
Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan 
dalam pasal 21 sampai dengan pasal 25 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut  
1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (pasal 21). 
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak (pasal 22). 
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara 
hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak (pasal 23). 
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24). 
Dari rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu 
bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak 
dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak 
anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki 
kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi 
terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. 
Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan 
oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga, tidak hanya keluarga anak 
tersebut akan tetapi masyarakat dan pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini. 
Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak  
anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  
beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU 
No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.    
Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang 
terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:  
a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan  atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk  pelaku 
tindak pidana yang masih anak 
c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan  hukum 
d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai 
dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir 
e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara 
manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan  pribadi sesuai 
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali  demi 
kepentingannya 
f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum  
atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang  
berlaku 
g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan  
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak  
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.   
Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 
2002, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang 
berhadapan dengan hukum, yaitu: 
1. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala  
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
2. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah per-
lindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang   
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,  anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diper-
dagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, pen-
jualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 
yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan pene-lantaran. 
3. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 
Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 
Hak-hak Anak meliputi   
a. Non diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
e. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin  
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 
anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.   
Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak, dinyatakan bahwa “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib  
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang  
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang  
tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif  
lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan  
baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan  
salah dan penelantaran.”   
Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang 
berhadapan  dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang 
berhadapan  dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi 
pelaku tindak  pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut  bahwa  
“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 meliputi  anak yang berkonflik dengan hukum dan anak 
korban tindak pidana. Perlindungan  khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dilaksanakan melalui:  
1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak  
anak. 
2. Penyediaan petugas pendamping sejak dini. 
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. 
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.   
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau 
keluarga. 
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari 
labelisasi.
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Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala 
unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus 
kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama 
kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan  apakah anak 
akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan  lembaga pembebasan 
bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan  dibebaskan atau diproses ke 
pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan  ketika anak akan ditempatkan 
dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi 
penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman 
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Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 
Pada Tahap Penyidikan di Kaporles Gowa. Pada hakikatnya ketentuan KUHAP 
tentang penyidikan didefenisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangakaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini 
(KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan 
alat-alat bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan 
penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai 
Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI 
bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang 
terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk 
menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan 
penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan 
KUHAP dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 
Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana 
harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penangan anak mulai dari 
penangkapan sampai proses penempatan. 
Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak 
hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tarhadap anak dibawah umur 
delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan 
dikembalikan pada orang tua/wali.  
Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik 
Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau 
Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat 
melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti 
belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Penyidikan terhadap anak nakal 
berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta 
pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang 
No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Diperiksa dalam suasana 
kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai 
pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.  
Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau 
sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana 
kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, 
disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting 
kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma 
pada diri si anak. 
Seorang yang melakukan perbuatanmenyimpang dari peraturan dan 
tergolong sebagai tindak pidana misalnya memukul sampai luka,membawa senjata 
api atau melakukan perbuatan tidak senonoh dapat menjadi perkara pidana yang 
penyelesaiannya melalui siding pengadilan meskipun pelakunya adalah seorang anak. 
Padahal seorang anak memiliki kekhususan dalam penangannannya. Dalam 
penanganan hukum terhadap anak, saat ini berpedoman pada Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 
D. Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan  
Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-
mazhab dalam bidang etiologi criminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan 
teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu:
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1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologis 
Kriminal) 
Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis di 
pelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), 
yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah 
laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak 
merupakan organ dari akal. ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi 
dasar: 
a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk 
dari otak, 
b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, 
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c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkora 
kepala. 
2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan 
Psikiatris (Psikologi Kriminal) 
Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk 
agak baru.seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri 
psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-
orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan 
penjahat, dan cirri-ciri pisikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.
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Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan 




c. Cacat Mental 
3. Teori-teori yang Mencari sebab Kerajahatan dari Faktor Sosiologi 
Kultural (Sosiologi Kriminal) 
Objek  utama  sosiologi  criminal  adalah  mempelajari   hubungan   antara 
masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat 
maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang 
hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum dapat dikatakan 
setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, 
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moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosisl, politik, ekonomi, hukum dan 
hankam serta struktu-struktur yang ada. 
Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui 2 cara 
pendekatan yaitu: 
a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif 
b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.20 
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh 
sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan 
(secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di 
Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim 
membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam: 
1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab 
kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial 
yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-
budaya delinkuen. 
Teori kelas dapat dipandang sebagai “pendewasaan” teori-teori sosiologi 
kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab 
kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, 
teori kelas mencari “di luar” pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada. 
2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang 
membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek 
yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya, 
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termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, 
teori faktor ekonomi, dan differential association. 
Dapat dikatakan teori ini sudah agak kuno dibanding dengan teori-teori kelas. 
Adapun teori-teori yang termasuk teori tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu: 
a. Teori ekologis 
Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab tertentu baik dari 
lingkungan manusia maupun sosial yaitu: 
1. Kepadatan penduduk 
2. Mobilitas penduduk 
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi 
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh 
b. Teori konflik kebudayaan 
Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam sosial, kepentingan dan norma-
norma. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat 
terjadi antara lain: 
1. Bertemunya dua budaya besar 
2. Budaya besar menguasai budaya keci 
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. 
c. Teori-teori faktor ekonomi 
Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental 
bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan 
dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih  
diterima luas. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya 
perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: 
1. Teknik studi 
2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran 
d. Teori differential association 
Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah 
perilaku yang dipelajari. Menuru Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku 
manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. 
Menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 
proposisi sebagai berikut:  
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti 
perilaku kejahatan tidak diwarisi. 
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu 
proses komunikasi. Komunikas tersebut terutama bersifat lisan maupun 
dengan menggunakan bahasa isyarat. 
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan 
terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative komunikasi 
yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, 
tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. 
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang harus dipelajari teesebut 
meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan 
pembenaran dan sikap. 
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan 
hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak. 
6. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-
pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat. 
7. Differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, 
prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka differential 
association bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup. 
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan 
pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme 
yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya. 
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan persyataan kebutuhan dan nilai-nilai 
umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, 
sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan peryataan dari nilai 
yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh 
uang akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk 
memperoleh uang.Dalam mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin 




E. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah 
yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan 
yaitu; 
“Tinjauan” adalah pandangan atau sudut pandang. 
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 Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108. 
“Kriminologi” terdiri dari dua kata crime yang berarti kejahatan dan logos 
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah suatu ilmi pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan. 
“Tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupakan pelenggaran terhadap undang-undang tindak pidana
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“Pencabulan” adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya 
tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, 
melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari 
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 Emilia Setyoning, Kamus Trendy Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 2010), h. 97. 
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 Emilia Setyoning, Kamus Trendy Bahasa Indonesia, h. 169. 
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana 
Pencabulan 
Faktor Penyebab Tindak 
Pidana Pencabulan  
Aturan Peraturan-undangan 
 Rendahnya pendidikan 
dan ekonomi 
 Lingkungan atau Tempat 
Tinggal 
 Minuman Keras  
 Teknologi 
 Pengaruh Peranan Korban 
 
 UU RI No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia 
 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
 UU RI No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak 
 
Terlaksananya peraturan perundang-undangan terhadap korban 
pencabulan dengan baik demi mewujudkan perlindungan hukum 




A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan  jenis Penelitian kualitatif atau penelitian 
lapangan  yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata  dan gambar yang 
diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 
pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, dalam hal ini Kantor 
Pengadilan Negeri Gowa dan Polres Gowa. Pemilihan lokasi penelitian tersebut di 
dasarkan pada pertimbangan bahwa institusi penegak hukum tersebut relevan dengan 
masalah yang akan diteliti.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai masalah yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah: 
1. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam perspektif legal formal 
atau peraturan perundang-undangan resmi yang terkait dengan masalah 
pencabulan. 
2.Pendekatan Histori, yaitu pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui 
kejadian demi kejadian masa lalu sebagai barometer kondisi yang terjadi saat 
ini. Suatu pendekatan yang mencari faktor-faktor penyebab tindak pidana 
pencabulan yang terjadi di masa lalu. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian pustaka (library research) dengan melakukan telaah mendalam atas 
buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek 
yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai 
dengan objek yang diteliti. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun mengenai teknik pengumpulan  data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 
wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber informasi yang telah 
memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, 
pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan 
dengan tindak pidana pembobolan dana nasabah. 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang 
diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi 
ini, penulis menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan hakim maupun 
pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini 
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data  
Dalam penulisan  ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 
pengambilan data-data pada Pengadilan Negeri Gowa dan Polres Gowa untuk lebih 
mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif 
mengenai Tindak Pidana Pencabulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten 
Gowa. 
 Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek 
kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang 
berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif 
kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan 
pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi 
tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab-sabab 
kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua 
sebab-sebab kejahatan sebagai berikut: 
Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana 
pencabulan dengan korban anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data 
mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Gowa yang diperoleh 
dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dari data yang diperoleh 
penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 
dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Dari penelitian yang 
dilakukan di PN.Sungguminasa Gowa, penulis mendapatkan data mengenai tindak 
pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum PN.Sungguminasa Gowa tahun 
2008-2014. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan ada 
kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
Table Data Mengenai Tindak Pidana Pencabulan di PN. Sungguminasa 
Gowa Tahun 2008-2014 
No Tahun Tindak pidana  
Pencabulan 
1 2008 2 
2 2009 3 
3 2010 4 
4 2011 5 
5 2012 6 
6 2013 4 
7 2014 6 
Total 30 
Dengan melihat data di atas dimana jumlah kasus tindak pidana pencabulan 
sebanyak 29 kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa dari 
bulan Januari-November 2014 terdapat 6 kasus, sebagai berikut: 
a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak. 
b. Orang dewasa terhadap anak 
1) Anak kandung 
2) Anak tiri 
3) Saudara 
4) Orang yg baru dikenal 
c. Pencabulan (dilakukan bersama-sama) 
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa, dalam hal pencabualan terhadap anak di bawah umur dapat 
dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut: 
1) Modus 1 
Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur 
dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, 
pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan 
sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan aksinya 
(pencabulan). 
2) Modus 2 
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur 
dengan cara memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah 
dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, dan obat-obatan 
tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter, antara 
lain seperti CTM (Chlorpheniramin) dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan 
rasa ngantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku 
melakukan aksinya. 
3) Modus 3 
Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara 
pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada 
di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak 
kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan diiming-imingi akan diberi sejumlah 
uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, maka kemudian 
pelaku melakukan pencabulan. 
4) Modus 4 
Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek 
perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial 
seperti yahoo, facebook, BBM dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah 
dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku 
berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korban, kemudian anak tersebut 
diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan 
menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk 
melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan. 
5) Modus 5 
Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus 
atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya 
ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak 
tersebut. 
6) Modus 6 
Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara 
atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya 
sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan 
terhadap korbannya. 
Modus-modus operandi pencabulan di atas, ialah sejumlah modus operandi 
atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan 
seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang 
dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan 
tersebut. 
Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis 
tindak pidana pencabulan  dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para 
pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah 
ditangani di wilayah hukum PN. Sungguminasa Gowa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim PN. Sungguminasa 
Gowa atas nama Muhammad Sholeh menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan tersangka memiliki motif yang beragam 
yaitu: 
a. Pengaruh perkembangan teknologi 
b. Pengaruh alkohol 
c. Situasi (adanya kesempatan) 
d. Pengaruh peranan korban 
e. Lingkungan. 
1. Keluarga broken home, kesibukan orang tua 
2. Masyarakat 
f. Tingkat pendidikan rendah 
g. Pekerjaan (pengangguran) 
h. Rasa ingin tahu (anak) 
Muhamad Sholeh menjelaskan pula bahwa berdasarkan kasus tindak 
pidana pencabulan yang di tanganinya, penyebab yang paling banyak 
melatarbelakangi tindak pidana pencabulan di Gowa yaitu perkembangan 
yang semakin maju dan kecanggihan teknologi.
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Maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:  
1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi  
Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat 
menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah 
terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. 
Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal 
yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di 
Kabupaten Gowa. 
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 Muhamad Sholeh, “Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan,” (Wawancara oleh 
Seorang Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, diakses Pada Hari Rabu, 12 November 2014). 
Dilihat dari data yang diperoleh dari ke 6 pelaku tindak pidana pencabulan 
pada anak di Kabupaten Gowa, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang 
rendah, bahkan ada 3 pelaku yang putus sekolah, tingkat pendidikan yang rendah para 
pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak 
keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena 
pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi 
juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang 
melanggar norma hukum, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terjadinya 
kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari 
penelitian bahwa terdapat 3 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya 
bekerja sebagai petani dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor 
pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku 
terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini 
tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Gowa. 
2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal 
Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia 
lainnya di dalam masyarakat. Maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari 
masyarakat setempat. lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh 
dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak 
akan lepas dari pengaruh lingkungan.  
Dari hasil penelitian penulis, bukan hanya pengaruh faktor lingkungan 
sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejehatan tetapi faktor tempat tinggal pun 
ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak 
pidana Pencabulan, contohnya Keluarga yang hancur/broken home tentunya 
menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan 
pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua 
dengan maksimal. Menjadikan Pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan 
perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-
hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan. 
3. Faktor Minuman Keras (beralkohol) 
Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena 
dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena 
alkohol menyebabkan hilangnya daya mengontrol diri, dimana si peminum tersebut 
kehilangan daya menahan diri untuk melawan nafsunya, karena minuman alcohol 
dapat membuat seseorang melakukan kehendak yang melampui batas dan 
menyebabkan seseorang tak dapat menahan nafsunya lagi, sehingga akan mencari 
kepuasan seksualnya, bahkan melakukan pencabulan dengan siapa saja, tak terkecuali 
mencabuli anaknya sendiri. 
Adapun wawancara yang dilakukan dengan hakim PN. Sungguminasa Gowa 
atas nama Sariman menjelaskan bawa disaat menangani persidangan yang 
terdakwanya atas nama Ramli Dg. Tata bin Musu  (pelaku tindak pidana 
pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri/ pencabulan) terdakwa 
menjelaskan di ruangan persidangan bahwa si pelaku setelah minum alkohol 
(ballo) yang cukup banyak, dia pun pulang kerumahnya dan melihat 
anaknya yang sedang menonton televisi dan langsung mencabulinya, dan 
menurut pengakuannya setiap setelah mengkomsumsi alkohol, dia merasa 
hawa nafsunya tidak dapat dia tahan.
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4. Faktor Teknologi 
Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi 
kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh 
negative, dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri 
kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita 
tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Namun Informasi yang tidak tersaring 
membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta 
berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah 
terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu 
negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada . 
5. Pengaruh Peranan Korban 
Pengaruh korban atau peranan sikap korban sangat menentukan seseorang 
untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa “ternyata korbanlah yang kerap 
kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi 
penjahat”.26 
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1987),  h. 133. 
Hasil penelitian yang penulis peroleh di PN. Sungguminasa Gowa terdapat 
kasus pencabulan yang tersangkanya atas nama  Abdul Jais bin Yusuf Marhaban dan 
Syamsuddin bin Nurdin (pelaku tindak pidana pencabulan) dimana kronologis tindak 
pidana pencabulan terjadi karena si korban adalah teman pelaku (mereka masih di 
bawah umur). Korban dan pelaku selalu bermain bersama sehingga sering bertemu 
dan berteman sangat akrab. Sampai-sampai korban berganti pakaian pun didepan para 
pelaku, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk mencabuli si korban. Jadi, pada 
dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang 
menjadi penjahat dan melakukan kejahatan. 
Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka teori dari sutherlind yang 
digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pencabulan masih relevan. Walaupun dari uraian fakta di atas dapat terlihat 
ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana pencabulan, dimana dalam 
masyarakat masih dianggap aib.  
Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor 
rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor 
minuman keras (beralkohol), Faktor teknologi, dan pengaruh peranan korban. 
Merupakan faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa. 
Sesuai dengan teori–teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi 
dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan 
timbulnya kejahatan serta pula  faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi 
kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan, contohnya 
Keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-
anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan 
kurang mendapat asuhan maksimal dari orang tua. 
Tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa ini dipengaruhi dari proses 
perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku 
daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai 
kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori 
faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan 
kultur.  
Perkembangan perekonomian di Kabupaten Gowa cenderung belum merata 
di setiap wilayah Kabupaten Gowa dipengaruhi masih terdapatnya pengangguran, 
sehingga terjadi penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap 
anak di bawah umur.     
 
B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gowa 
Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya 
berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di 
peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga 
dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur 
di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana . 
Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana 
di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni 
sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang 
antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi 
Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan 
hukum pidana dijalankan (Intregated Criminal Justices system). 
 Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum  pidana 
Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan 
mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan 
penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan 
pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang 
berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab 
Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional.  
Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut 
bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan 
misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara 
pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat 
dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni 
ketika berkas dari kepolisian di anggap belum lengkap untuk menyusun surat 
dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk 
dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.
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Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang 
dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas 
materil atau substansial yaitu antara lain: 
1. Adanya perlindungan hak asasi manusia 
2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara 
masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum 
3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan 
dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan 
4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa 
5. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan 
profesi penegak hukum. 
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 43.  
Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana pencabulan di Kabupaten  
Gowa yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di 
bawah umur sudah efektif, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut  
a. Faktor Hukum dan Penegak Hukum 
Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-
undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan 
hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. 
Banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka 
pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan 
kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaen Gowa terutama 
tindak pidana pencabulan, peningkatan tersebut disebabkan ialah kurang meratanya 
masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai 
penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat. 
Penegakan hukum di Kabupaten Gowa telah sesuai dengan undang-undang 
yang ada dan berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan, ditegaskan 
dengan pernyataan bapak Jamal sebagai Kanit unit PPA Polres Gowa yang 
merupakan keluarga penulis disaat penulis berdiskusi lepas dengan beliau dia  
menyatakan bahwa ”Kami dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di bawah 
umur di wilayah hukum Polres Gowa ini sesuai dengan prosedur penyidikan dan telah 
menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perlindungan anak yaitu UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.   
Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan 
suatu keadilan. Penegakan hukumyang ideal adalah suatu dambaan pada zaman ini, 
karena memang inilah fungsi aparatur Negara dalam melayani setiap warga 
negaranya. Terkait pelayanan publik untuk mendapatkan keadilan, hal ini sangat 
berkaitan dengan penjelasan dalam Q.S. An-Nisa/4 :58 Allah berfirman: 
                            
                        
Terjemahnya  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.28 
Pada ayat diatas tersebut menganjurkan seorang hakim agar dapat 
menjalankan amanat dengan baik yang diberikan kepadanya untuk menetapkan suatu 
keadilan.  
Selain itu, ayat tersebut sangat berkaitan dengan tugas kehakiman sebagai 
penegak keadilan yang akan diberlakukan kepada setiap tersangka agar memberi 
hukuman seadil-adilnya dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Artinya 
hakim sebagai penegak hukum berkewajiban untuk mengedepankan keadilan. 
Maka dari itu penegak hukum harus adil dalam menjalankan tugasnya yang 
merupakan amanat baginya sesuai ayat yang diatas mulai dari pihak kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan agar kepercayaan masyarakat tinggi terhadap penegak 
hukum di negeri ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat sangat 
berperan aktif dalam masalah penegakan hukum. 
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Departeman Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 
2005), h. 128. 
Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung 
oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum 
seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. 
Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika 
para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa 
hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba 
yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.
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Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada  
pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks.  Masalah-
masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis  prosedur untuk 
menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak  dengan peraturan 
perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan  hukum kebiasaan yang 
berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum  yang menjadi polemik 
adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum  ada dan menyesuaikan yang 
tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang 
berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam kondisi 
seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan 
dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat 
seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan 
permasalahan setiap orang. 
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 46.  
Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan  
tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan  
mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian  keadilan 
yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut  berada di sisi 
masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung  kepada keahlian dan 
keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi 
ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan  etika profesi sebagai salah satu 
sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat di 
nilai melalui parameter etika umum  yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, 
telah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan 
erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang 
mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri. 
Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional Merupakan 
dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum 
dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para  penegak hukum dalam 
bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan,  sesuai dengan kedudukan 
aparat penegak hukum tersebut sebagai the officer of the criminal. Sudah merupakan 
suatu keharusan bagi para penegak hukum  memahami kode etik profesi dalam 
menjalankan tugasnya masing-masing.  
Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak 
hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya.  Profesionalisme tanpa 
etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa  pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa 
profesionalisme menjadikannya tidak  maju bahkan tidak tegak.  
b. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan 
Dalam Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur 
bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan 
dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, 
maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan 
para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum. Akan tetapi masyarakat di 
Kabupaen Gowa mempunyai pengaruh adat yang sangat besar belum mempercayai 
dengan secara penuh tentang adanya hukum yang berlaku di negara ini, dikarenakan 
mereka masih percaya dengan hukum adatnya sendiri atau dengan kata lain 
masyarakat Gowa yang mempunyai cara tersendiri untuk menegakan aturan yang 
berlaku di daerahnya.  
Dari faktor-faktor yang tersebut di atas mungkin dapat mempengaruhi 
penegakan hukum khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur 
karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-
organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi. 
1) Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau 
tidak dengan nilai-nilai masyarakat. 
2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan 
melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut. 
3) Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum. 
Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan oleh Pengadilan 
Negeri Sungguminas Gowa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakatlah faktor yang  sangat berperan 
aktif mendukung proses penegakan hukum. Pada akhir-akhir ini di media masa 
banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum yang dimana hukum 
digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga 
membuat kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku di Indonesia mulai 
musnah sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa 
harus lebih mengupayakan profesionalitas, kejujuran dan bersih dari permainan yang 
di buat oleh oknum-oknum tertentu dalam kinerjanya di bidang penegakan hukum. 
Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah to enforce the truth and 
justice, yaitu penegakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud 
bila penegakan hukum dilakukan Pengadilan Negeri Sungguminas Gowa tanpa 
pandang bulu atau pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ataupun tidak bersifat berat 
sebelah atau imparsial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Gowa melalui faktor-faktor tesebut telah sesuai dengan sistem 
penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara 
jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Differensiasi 
Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan 
hukum acara pidana dijalankan (Intregated Criminal Justices system), Sehingga 
tercipta keadaan yang kondusif di dalam kehidupan masayarakat.  
Dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum 
di Kabupaten Gowa selanjutnya akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya 
dengan upaya pencegahan (prereventif) dan upaya penanggulanggan (refresif).  
a. Tindakan preventif 
1. Individu  
Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba 
agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah 
tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku 
untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan 
1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap 
lawan jenis. 
2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah 
dewasa. 
2. Masyarakat 
Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki 
watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat 
merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu 
kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang 
aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, 
khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak. 
Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang 
harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. 
Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu 
dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi 
dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan 
tempat tinggal. 
3. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kabupaten Gowa juga tidak 
lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kabupaten Gowa merupakan  salah satu 
wilayah Kabupaten yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain 
bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang 
dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila 
terutama pencabulan, diantaranya 
a. Mengadakan penyuluhan hukum. 
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa 
pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan adalah tingkat 
kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan 
penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak 
pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan 
masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang. 
b. Mengadakan penyuluhan keagamaan 
Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan keagamaan 
diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, 
serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk 
melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana 
pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif. 
c.    Kepolisian  
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga  memandang 
peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. 
Polisi Kabupaten Gowa dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan 
harus melakukan tugasnya dengan baik diantaranya adalah melakukan patroli/razia 
rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu 
kepolisian juga harus secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap 
masyarakat dibantu lembaga terkait .  
Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu 
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan 
yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan 
kerjasama yang baik diantara keduanya. 
Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai 
bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan. 
2. Tindakan Represif  
Suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan 
atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. 
Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut 
harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan 
lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal 
tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan 
dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa 
pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan 
lain sebagainya.  
Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari 
kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan  negeri. 
Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku 
diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk 
melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi 
pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang 
berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan 
hukum serta berbagai macam keterampilan. 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan 
pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang  memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan  menjadi tolak ukur dari berat 
ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan 
terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia ialah sebagai berikut: 
a. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut 
KUHP ialah sebagai berikut: 
1. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya 
bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun”. 
Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur 
dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi 
dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya 
menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur 
berarti seluruh  klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat 
dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah 
umur berarti dapat diatur dalam pasal ini. 
2. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan 
seorang wanita yang bukan  istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu 
dalam keadaan  pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun”. 
Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabualan terhadap anak di 
bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan 
atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat 
yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa 
bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau 
sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 
umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun”. 
Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di 
bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap 
anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya 
pemenuhan hasrat seksual. 
Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan biasa terjadi 
dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-
imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan 
tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya 
untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur 
menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur 
dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan 
hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan 
paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan 
menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah 
cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya di hadapan hukum.  
Berdasarkan uraian dari data hasil penelitian di atas dapat ditarik 
kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di 
bawah umur di Kabupaten Gowa ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, 
mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti 
KUHP dan UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut 
merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum 
pidana dijalankan (Intregated Criminal Justices system).  
Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah 
umur di Kabupaten Gowa sudah optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan 
tindakan penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang 
antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan 
pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencabulan dijalankan dengan upaya penegakan hukumnya tindak pidana pencabulan 




Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tersebut dapat 
disimpulka 3 (tiga) hal sebagai berikut  
1. Mengenai aturan hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan Undang-undang 
sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum 
baik itu di pihak kepolisian maupun di rana Pengadilan.  
2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak 
pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Gowa, yaitu 
faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat 
tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh 
pengaruh peranan korban dalam ranah kriminologi dapat di dikategorikan 
pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. 
3. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa, Polres Gowa 
telah menegakan hukum dengan baik. 
Cara mengatasinya adalah melakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan 
hukum terhadap masyarakat di bantu oleh lembaga terkait yaitu BAPAS, HAKIM 
dan PEMDA Kabupaten Gowa yang berlaku. 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang  
diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta 
keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat 
sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan 
juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang 
baik di dalam hati serta pikirannya. 
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang 
mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab 
terjadinya tindak pidan pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah 
ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di 
bawah umur. 
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap 
korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan 
dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.  
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